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ca.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Kota
Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan
oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pengelolaan
keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
perkembangan  peraturan  perundang-undangan = yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, maka
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai
lagi maka perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



10.

11.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4848).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang

-2-



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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19.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana
Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5299).

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2006 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kota Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.
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35.

36.

37.

38.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran Iangsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.



39.

40.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum balk sengaja maupun lalai.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas
dan wewenang :

a.
b.

C.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan
tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada
SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD.



(4)

(5)

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

=

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna
barang.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala
SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
d. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

e. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

Penyusunan APBD dilakukan melalui jadwal yang tersusun dengan
sistematis, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan RKPD;

b. Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD kepada KDH;
c. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD;

d. KUA dan PPAS disepakati antara KDH dan DPRD;

e. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD;

f. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD



Penyampaian RAPBD kepada DPRD;
h. Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD & KDH);
i. Hasil evaluasi RAPBD; dan

7

j. Penetapan Perda tentang APBD & Raperkada tentang Penjabaran
APBD sesuai dengan hasil evaluasi.

Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 22

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
a terdiri atas :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
mencakup :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara
tunai atau angsuran/cicilan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi,

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

fasilitas sosial dan fasilitas umum;

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

a0 T

=h

Bg RS Em

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat
mengikat dana anggaran :

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
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(2)

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan penganggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat,
yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan yat (4d) sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(42)

(4b)

Pasal 28

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan,
serta jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan
pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut wurusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri atas belanja urusan wajib dan
belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a mencakup:

a. pendidikan;

c

kesehatan;

pekerjaan umum;

B0

perumahan;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan;

perhubungan;

5@ oo

lingkungan hidup;

—e

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil;

mo

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

[a—

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
sosial;

ketenagakerjaan;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;

kebudayaan;

2T 9 B og

kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
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(4c)

(4d)

(9)

(6)

(7)

£—P

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan

NS X g < g

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

ketahanan pangan;

pemberdayaan masyarakat dan desa;
statistik;

kearsipan;

komunikasi dan informatika; dan

perpustakaan.

pada ayat (1) mencakup :

a.

o o o

@ ™o

h.

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
pariwisata;

kelautan dan perikanan;
perdagangan;

industri; dan

ketransmigrasian.

sebagaimana dimaksud

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

a.

c

B0

5@ oo

—e

j-

k.

pelayanan umum;

pertahanan;

ketertiban dan keamanan,;
ekonomi;

lingkungan hidup;

perumahan dan fasilitas umum,;
kesehatan,;

pariwisata dan budaya;

agama;

pendidikan; serta

perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan

sebagaimana

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

oo

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;
belanja modal;

bunga;
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10.

11.

(8)

subsidi;

hibah;

bantuan sosial,

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga.

Hotge e o

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 35

Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri setiap tahun.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud ayat (1), Walikota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh
sekretaris daerah.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku
ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu pertama
bulan Juni.

Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 35A,
Pasal 35B, Pasal 35C dan Pasal 35D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 35A

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 35 B

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disusun
dengan tahapan sebagai berikut :

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan

menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.

Pasal 35 C

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
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12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Pasal 35 D

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan
pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal Walikota berhalangan tetap, penandatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 36

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
D ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD.

Rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS,
analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 37

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 36 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 47

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Walikota
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan,
yang disusun dalam rancangan peraturan Walikota tentang APBD.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
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15.

16.

17.

18.

(3)

(4)

(9)

Rancangan peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Pengesahan terhadap rancangan peraturan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum disahkan, rancangan peraturan Walikota tentang APBD
ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang APBD.

Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (5) dilakukan Walikota bersama dengan Panitia Anggaran DPRD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan
oleh pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga,
jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana
anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang
daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
segera disetor ke Kas Daerah.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD, atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah dan disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat
(2a), ayat (4a) dan ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 61
Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
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19.

(2)

(2a)

(3)

(4)

(42)

(9)

(6)

(7)

(72)

(8)

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
pada pembahasan KUA.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi
kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai
melampaui beban kerja normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat
kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang
memiliki resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 78

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
laporan keuangan lainnya yang terdiri dari dari Neraca, Aliran kas,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan
Silpa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli
tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara
DPRD dan Pemerintah Daerah.
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20. Ketentuan ayat (2) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

21.

22.

(1)

(3)

Pasal 88

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas
Daerah pada bank umum yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa
BUD menerima nota kredit.

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja
dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 90

Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-
UP, SPP-GU, dan SPP-TU.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS melalui pejabat
penatausahaan keuangan pada SKPD kepada  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan
pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-
tingginya untuk keperluan satu bulan.

Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
dengan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.

Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

oy

2

3

Pasal 97

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi
atas transaksi keuangan, aset, pinjaman dan ekuitas dana, yang
berada dalam tanggung jawabnya.

Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di
lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan
dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dan catatan
atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui
PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
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23.

24.

(4)

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1)

2

3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 98

PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
pinjaman, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan
perhitungannya.

PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan arus kas;

laporan Operasional;

laporan Perubahan Ekuitas;

laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

oo o

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai Standar akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ketentuan ayat (4) Pasal 100 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(1a)

(2)

(3)

(4)

Pasal 100

Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (2) disampaikan kepada BPK paling lama 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
diserahkan kepada BPK, dilakukan review oleh satuan pengawas
internal.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK
belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Walikota
menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 dan DPRD meminta penjelasan BPK.

Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.
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25. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 102

DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

26. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 123
Pinjaman daerah bersumber dari :

a. pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

27. Ketentuan Ayat (3) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 125

() Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (2) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas
selama tahun anggaran.

(2 Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (3) dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum
yang tidak menghasilkan penerimaan.

(3 Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (4) dipergunakan untuk membiayai proyek investasi prasarana
dan/atau sarana dalam menyediakan pelayanan publik yang
menghasilkan penerimaan.

(4 Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan
DPRD.

28. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 126
Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan :

a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan
ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

b. memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan
pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang
berasal dari Pemerintah Pusat.

d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

29. Diantara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 130A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130A

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 diatur lebih
lanjut dalam peraturan daerah.
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30. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 134 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(1a) dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 134

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(la) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau
sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan
daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

31. Bab XV dihapus

32. Pasal 151 dihapus

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2013

PIt. WALIKOTA SEMARANG
Ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkaan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 5
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11
TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya  good governance dalam
penyelenggaraan Pemerintah  Daerah, Pengelolaan keuangan perlu
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu
peraturan pelaksanaan yang komprenhensif dan terpadu dari berbagai
aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan agar
memudahkan dalam pelaksanaanya dan tidak menimbulkan multi tafsir
dalam penerapannya. Peraturan Daerah ini memuat berbagai kebijakan
terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
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Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 100

Cukup jelas
Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas
Pasal 134

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 83
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